NOTULEN RAPAT

Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Rabu, Tanggal 04 Desember 2024

Tempat : Aula Sat Intelkam Polres Kaur

Waktu rapat : Pukul 14.00 Wib

Acara : Rapat Mediasi Antara pihak Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS)
dan Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK) Terhadap PT. Dinamika
Selaras Jaya

Pimpinan rapat : Lianto,SP (Asisten II Pemda Kaur)
Kompol Indramawan Kusuma. T,S.I1.K.,M.Si (Wakapolres Kaur)

Peserta rapat : Terlampir

Persoalan yang dibahas : Sengketa Tapal Batas

Tanggapan peserta rapat :

1. Penyampaian Asisten II Pemda Kaur

a)

b)

d)

Rapat penyelesaian permasalahan antara PT.
Dinamika Selaras Jaya dengan masyarakat
merupakan masalah yang telah dituntut sejak lama
sampai dengan saat ini.

Pada hari ini Pemda Kaur menghadirkan Dinas terkait
untuk hadir dalam rapat penyelesaian permasalahan
antara PT. Dinamika Selaras Jaya dengan
masyarakat.

Harapan Pemda Kaur melalui rapat yang dilakukan
pada hari ini dapat dengan segera diselesaikan
sehingga tidak ada lagi nantinya permasalahan
antara PT. DSJ] dengan masyarakat.

Apabila pihak PT. DSJ] tidak dapat menyelesaikan
permasalahan ini, agar pihak PT. DSJ menyerahkan
lahan yang bermasalah tersebut ke Pemda Kaur.

2. Penyampaian Kadis DPM PTSP Kaur

a)

b)

Berdasarkan dari syarat perizinan Dberdirinya
perusahaan sawit yang telah serahkan oleh pihak PT.
Dinamika Selaras Jaya bahwa terhadap DPM PTSP
bahwasannya PT. DSJ] telah melengkapi seluruh
perizinan dan dinyatakan memenuhi syarat.

Pihak DPM PTSP juga telah berkolaborasi dengan
pihak Badan Pertahanan Negri Kaur terkait tapal
batas PT. Dinamika Selaras Jaya.

Seluruh perizinan perkebunan PT. Dinamika Selaras
Jaya mulai dari berdirinya sampai dengan saat ini
telah dilengkapi oleh pihak PT. DSJ berikut dengan
perubahan - perubahan perizinan sesuai dengan
perkembangan waktu dan peraturan dari pemerintah
pusat.



3. Penyampaian Kaban BPN Kaur

a)

b)

BPN Kaur telah melakukan pengukuran secara
langsung pertahap dan telah selesai dilakukan untuk
batas wilayah PT. Dinamika Selaras Jaya dan sampai
dengan saat ini tidak ada kendala terhadap batas
wilayah PT. DSJ.

Saya selaku pihak BPN Kaur berdasarkan seluruh
syarat dan ketentuan yang telah dilengkapi oleh
pihak PT. DSJ] telah memenuhi syarat sebagai
perkebunan sawit.

Untuk perizinan HGU telah diajukan PT. Dinamika
Selaras Jaya ke BPN Kaur dan untuk saat ini telah
diproses oleh BPN Kaur pertahap.

4. Penyampaian Dinas Pertanian Kab. Kaur

Berdasarkan laporan dan kelengkapan perizinan
yang telah diberikan oleh pihak PT. DSJ menurut
dinas pertanian telah memenuhi syarat berdirinya
perkebunan sawit.

5. Penyampaian Kabag Pemerintahan Kab. Kaur

a)

b)

Tapal Batas wilayah antara PT. Dinamika Selaras
Jaya dengan batas wilayah Kab. Bengkulu Selatan
yang dituntut oleh masyarakat telah ada putusan MK
bahwasannya patok tapal batas yang di pasang tidak
ada kesalahan dan telah sesuai dengan koordinat.

Terkait adanya tuntutan terkait tapal batas wilayah
yang dituntut oleh masyarakat, antara pihak Pemda
Kaur dengan Pemda Bengkulu Selatan sampai
dengan saat ini tidak ada permasalahan terkait tapal
batas wilayah.

6. Penyampaian Kabag Hukum Kab. Kaur

a)

b)

Pemda Kaur telah memutuskan untuk perizinan
Pekebunan PT. Dinamika Selaras Jaya berdasarkan
kelengkapan perizinan dan persyaratan yang telah
dilengkapi di beberapa dinas terkait dan Pemda Kaur
memutuskan untuk perizinan PT. DSJ telah lengkap
dan memenuhi syarat.

Apabila ada tuntutan dari masyarakat terkait tapal
batas wilayah Kab. Kaur dengan Kab. Bengkulu
Selatan silakan laporkan terhadap wadah hukum
yang telah ada.



c)

Sejak dimekarkannya Kab. Kaur pada Th. 2003 dan
pengajuan pendirian PT. DSJ ke Pemda Kaur tidak
ada keberatan atau protes dari pihak Pemda
Bengkulu  Selatan  terkait adanya  dugaan
permasalahan batas wilayah seperti FPWK dan ASBS
tuntut.

7. Penyampaian Kaban Kesbangpol Kab. Kaur

a)

b)

C)

d)

Menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan tentang
pendirian organisasi bertujuan untuk menyampaikan
aspirasi masyarakat dan menjaga serta memelihara
kesatuan bangsa.

Sampai dengan saat ini Kesbangpol Kaur belum ada
menerima dokumen atau syarat dari organisasi
FPWK, PPSS dan ASBS di arsip dokumen terkait
legalitas organisasi tersebut.

Memberikan saran terhadap organisasi FPWK, PPSS
dan ASBS agar melengkapi syarat terkait pendirian
suatu organisasi secara legal atau resmi.

Sesuai dengan aturan suatu organisasi apabila ada
organisasi masyarakat yang memasuki atau
melakukan kegiatan diwilayah Kabupaten lain wajib
melaporkan Kesbangpol diwilayah tersebut sebagai
bentuk legalitas kegiatan.

8. Penyampaian Camat Tanjung Kemuning

a)

b)

Kami dari pihak kecamatan yang bersentuhan
langsung terhadap permasalahan yang ada diwilayah
Tanjung Kemuning sudah kenyang oleh konflik yang
tidak ada penyelesaiannya.

Harapan saya melalui rapat pada hari ini dapat
diselesaikan dan tidak menjadi konflik yang
berkepanjangan lagi.

9. Penyampaian perwakilan FPWK

a)

b)

Tapal Batas wilayah Kab. Kaur dengan Kab.
Bengkulu Selatan yang kami ketahui dulu masih
jaman pesirah dengan berbataskan Air Sulau Kiri
sampai dengan Air Sulau Kanan.

Mempertanyakan Izin pendirian PT. Dinamika Selaras
Jaya pada Th. 2007 batas wialyah pada saat itu
dimana dan meminta dokumen resmi dan legal yang
dikeluarkan pada Th. 2007.

Legalitas Organisasi silakan pihak Kesbangpol Kaur
mempertanyakan dengan Pimpinan Organisasi
karena organisasi kami memang bukan berasal dari
Organisasi Kab. Kaur.



Kesimpulan

10. Penyampaian perwakilan Legal PT. Dinamika Selaras Jaya

a) Permohonan HGU PT. Dinamika Selaras Jaya telah
diajukan oleh PT. DSJ] ke BPN Kaur sampai dengan
tingkat pusat, namun sampai dengan saat ini proses
permohonan HGU PT. DSJ] sejak Th. 2023 masih

dalam proses tingkat pusat.

b) Terkait Pajak PT. DS] setiap tahun pihak PT. DSJ]
selalu membayarkan pajak dengan nominal kurang

lebih Rp. 500.000.000,-.

1. TUNTUTAN DUGAAN BATAS WILAYAH KAB. KAUR
DENGAN KAB. BENGKULU SELATAN OLEH FPWK DAN

ASBS TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN.

2. SELURUH PERIZINAN PT. DINAMIKA SELARAS JAYA
TELAH DILENGKAPI OLEH PT. DINAMIKA SELARAS
JAYA SAMPAI DENGAN PEMBAYARAN PAJAK
PERKEBUNAN SAWIT DAN PROSES HGU SELUAS
1.427 H.a MASIH DALAM PROSES DI KEMENTERIAN

ATR BPN.

3. APABILA ADA DUGAAN YANG DIANGGAP
MELANGGAR HUKUM BAIK SECARA ADMINISTRASI
MAUPUN PIDANA YANG DAPAT DIBUKTIKAN
SILAKAN UNTUK MEMBUAT LAPORAN KE WADAH

ATAU JALUR HUKUM YANG ADA.

Sinar Pagi, 04 Desember 2024
Peserta Rapat (Terlampir)






